
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 8 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBE TUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTANIAN WILAYAH 

PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERI KANAN 

Menim an 

Menginga t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pa sal 94 ayat (3) 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 202 1 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisa si, Tugas dan Fungsi P rangkat 

ae ah, erl menetapkan Peratu ran Bupati tentang 
Pembent kan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fun gsi serta Tata 

erja Unit Pe aksana Teknis Daerah Pertanian Wilayah pada 
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan; 

1. Undang-Undang Nom or 14 Tahun 1950 tentang Pem bentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propin si Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Ta h u n 1950), 
sebagaim a na telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 ten tang Pem bentukan Kabu pa t n Purwakarta 
dan Ka bu paten Su ban g dengan mengubah Un dang-Undang 

om or 14 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Da erah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
285 1); 

2. Undang-U dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



Menetapkan 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016 tentang 
Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telab diubah 
dengan Peraturan Pemerintab Nomor 72 Tabun 2019 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintab Nomor 18 
Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 187, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nomor 1 
Tabun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daera h Kabu paten Tasik m alaya Tabun 
2016 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tabun 2 01 6 tenta ng Urusan Pemerintaban yang m enjadi 
Kewenangan Pem erin tahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2016 
Nomor 3) ; 

6 . Peraturan Daerab Kabu paten Tasikmalaya Nomor 7 
Tabun 2 016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerab Kabupaten Ta s ikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7) seba gaimana telab diubab beberapa 
kali, te rakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ta sikmalaya Nomor 3 Tabun 2021 ten tang Perubaban Kedua 
a tas Peraturan Daerab Ka bu paten Tasikmalaya Nomor 7 
Tabun 20 16 tentang Pemben tukan dan Susuna n Perangkat 
Daerah (Lem baran Daerah Kabu paten Tasikma laya Tahun 
2021 Nomor 3); 

7 . Peraturan Bu pati Tasikmalaya Nomor 39 Tabun 2021 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organis a si, Tugas dan Fungsi 
Perangka t Daerab (Berita Daerab Ka bupaten Tasikmalaya 
Tabun 2021 Nomor 39) ; 

8. Peraturan Bu pati Tas ikmalaya Nom or 59 Tabu n 2021 tentang 
Tugas dan fungsi Dinas Pertan ian, Ketabanan Pangan, dan 
Perikanan (Berita Daerab Kabu paten Tasikmalaya 
Tabun 2021 Nomor 59); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTANIAN WILAYAH PADA 
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2 . Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten 

Tasikmalaya. 
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan 

Perikanan Kabupaten Tasikmalaya. 
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian Wilayah yang selanjutnya disingkat 

UPTD Pertanian Wilayah a dalah Unit Pela k sana Teknis Daerah Pertanian 
Wilayah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten 
Tasikmalaya. 

5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pela ksana Teknis Daerah Pertanian Wilayah 
pad a Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Ka bupaten 
Tas ikmalaya. 

6. Kelom pok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawa b, wewenang dan hak yang d idasarkan 
pad a keahlian dan/ atau keterampilan terten tu yang bersifat mandiri. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 

(1) Dengan Pera turan Bupati ini d ibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perta n ian Wilayah Kela s B pada Dinas Pertanian, Keta h anan Pangan, dan 
Perika nan Ka bupa ten Tasikmalaya . 

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian Wilayah dan wilayah kerja 
sebaga im ana dimaksud pada ayat (1) terdiri a tas: 
a. UPTD Pertanian Wilayah Ciawi, melipu ti Kecamatan Ciawi, Kecamatan 

Kadipaten, Kecamatan Pagerageung, Keca matan Sukaresik, Kecamatan 
Jamanis, Kecamatan Sukahening dan Kecama tan Raja polah; 

b. UPTD Pertanian Wilayah Singaparna , meliputi Kecamatan Singaparna, 
Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Sariwangi, Kecama tan Padakembang, 
Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu; 

c. UPTD Pertanian Wilayah Taraju , meliput i Kecamatan Taraju, Kecamatan 
Puspahiang, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Salawu dan Kecamatan 
Bojonggambir; 

d . UPTD Pertanian Wilayah Karangnunggal, meliputi Kecamatan 
Karangnunggal, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Bojongasih, 
Kecamatan Culamega dan Kecamatan Parungponteng; 

e. UPTD Pertanian Wilayah Cikatomas, meliputi Kecamatan Cikatomas, 
Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikalon g, Kecamatan Cipatujah dan 
Kecamatan Salopa; 
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f. UPTD Pertanian Wilayah Manonjaya, meliputi Kecamatan Manonjaya , 

Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Cineam dan Kecamatan 
Karangjaya, Kecamatan Jatiwaras; dan 

g. UPTD Pertanian Wilayah Sukaraja, meliputi Kecamatan Sukaraja, 
Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Cibalong dan 
Kecamatan Mangunreja. 

BABIII 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Keduduka n 

Pasal3 

(1) UfYI'D Pertanian Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ) a dalah 
u n sur pelaksana teknis sebagian tu gas operasional Dinas di lapangan. 

(2) UfYI'D Pertanian Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala UPTD yang berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Ba gian Kedua 

Tugas 

Pasal4 

UPTD Pertanian Wilayah sebagaimana dimaksu d dalam Pa sal 2 ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Din as dalam 

kegiatan p engembangan pertanian m eliputi fasilitasi kegiatan bimbin gan kepada 

petani a tau k elompok tani, pen erapan teknologi pertanian atau alat mesin 
pertanian. 

Bagia n Ketiga 

Fu ngsi 

Pasal5 

UfYI'D Pertanian Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa14, mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas d i b idang perencanaan, pelaksanaan dan 

pengembangan kegiatan pertanian dalam wilayah kerjanya; 

b. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas, lembaga teknis terkait untuk 

mengembangkan dan menerapkan teknologi pertanian; 

c. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan 
perkembangan UPTD Pertanian Wilayah; 

d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasa16 

(1) Susunan organisasi UPTD Pertanian Wilayah, terdiri atas: 
a . Kepala UPTD; 
b. Kelompok J a batan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Pertanian Wilayah seba gaimana dimaksud 
pada ayat (1), terca n tum dala m Lampiran yang merupa ka n bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bu pat i in i. 

Bagian Kedua 
Kepegawaian 

Paragraf 1 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pa sal 7 

(1) Kepa la UPTD sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat 
dan diberhentikan oleh Bu pati atas u sul Kepala Dinas . 

(2) Pejaba t pelaksana dan I atau pejabat fu ngsional di lingkungan UPTD Pertanian 
Wilayah diangkat dan d iberhentikan oleh pejabat yang berwen ang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Keten tuan lain mengen ai kepegawaian diatu r sesuai dengan peraturan 
perundang-u n dangan. 

Para graf 2 
Eselon 

Pasa18 

Kepala UPTD sebagaimana d im aksud d alam Pasal 6 ayat (1) m erupakan jabatan 
struktural eselon IV.b . 

BABV 
RINCIAN TUGAS UNIT 

Ba gian Kesatu 
Kepala UPTD 

Pasa19 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengendalian dan 
pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Pertanian Wilayah di 
bidang pertanian meliputi kegiatan bimbingan kepada petani atau kelompok 
tani dalam penerapan teknologi pertanian atau alat mesin pertanian sesuai 
dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Pertanian 

Wilayah; 
b . Melaksanakan tugas pembantuan dinas terkait bimbingan serta 

perencanaan maupun perumusan kebijakan teknis; 
c. Melaksanakan koordinasi dalarn penerapan teknologi per tanian serta 

penggunaan alat mesin pertanian di wilayah kerja UPTD Pertanian Wilayah; 
d. Melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian dan perlengkapan serta 

pencatatan a set d i UPTD Pertanian Wilayah ; 
e . Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Pertanian Wilaya h ; 
f. Melaksa nakan pembinaan personil, pengaturan, pen ggunaan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di 
lin gkungan UPTD Pertanian Wilayah; 

g. Melaksanakan penyusunan ren cana usulan anggaran pendapa tan dan 
belanja UPTD Pertanian Wilayah; 

h . Melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan 
p rasarana UPTD Pertanian Wilayah; 

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi u mum dan ketatalaksanaan UPTD 
Pertanian Wilayah; 

J. Melaksanakan pembinaan keta tausahaan, kearsipan dan kepegawaian di 
lin gkungan UPTD Pertan ian Wilayah; 

k. Melaksanakan pendokumentas ian ta ta naskah din as dan pengelolaan 
k earsipan; 

1. Melaksanakan koordin asi dan keIja sarna dengan unit keIja terkait; 
m. Mela ksanakan evalu a s i dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD 

Per tanian Wilaya h; dan 
n. Melaksanakan tuga s kedin asan lainnya . 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pa sal10 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalarn Pa sal 6 ayat (1) huruf a secara 
teknis operasion al dan a d ministratif bera da di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

(2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pertanian Wilayah dan baik teknis 
operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala UPTD. 

(3) Dalarn melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana 
dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun 
horizontal. 

(4) Kepala UPTD harus memberikan laporan ten tang pelaksanaan tugasnya 
secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan. 
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(5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Pertanian Wilayah harus men gikuti 
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta 
menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah 
dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 
menyampaikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII 
KELOMPOK J ABATAN FUNGSIONAL 

Pa sal 11 

(1) Pa da UPTD Pertanian Wilayah da pat ditetapkan jabatan fungsional tertentu 
sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungs ional sebagaimana d im aksud 
pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pa sal 12 

Pembiayaan UPTD Pertanian Wilayah dibeban an kepada Anggaran Pendapatan 
dan Bela nja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan su mber la in yang sah dan tidak 
mengika t. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13 

Pada saat m u lai berlaku n ya Peratura n Bupati In I , p ejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan m elaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya peja bat yang baru berda sarkan Peraturan Bu pa ti ini. 

BAB X 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal14 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 112 Tahun 2019 ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Pertanian Wilayah pada Dinas Pertanian, Pangan dan 
Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singapama 

pada tangga1 4 Oktober 2021 

Ditetapkan di Singaparna 
pad a tangga14 Oktober 2021 

P A 

A DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR SI 



LAMPIRAN 
NOMOR 
TENTANG 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

81 TAHUN 2021 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PERTANIAN WILAYAH PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN 
PANGAN, DAN PERI KANAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTANIAN WILAYAH 

PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN P NGAN, DAN PERlKANAN 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPAL UPTD 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 


